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1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

dan transliterasinya dengan huruf latin:

Xlrjartlxj f E:{P naHuruf Huruf Latin Nama
| Alif Tidakdilambangkan | Tidakdilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
- sa $ Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
Ha(dengan titik  di
< ha b bawah)
z Kha H Kadan ha
2 Dal D De
3 zal Z Zet (dengan titik di atas)
D Ra R Er
B Zai Z Zet
o Sin S Es
B Syin Sy Esdanya
q Es (dengan titik di
= sa 3 bawah)
: De (dengan titik di
o= | dad d baV\fah) )
L a ¢ Te (dengan titik di
bawah)
1 2 . Zet (dengan titik di
bawah)
& ‘ain Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
- Fa F Ef
A Qaf Q Ki
< Kaf K Ka
J Lam L El
a Mim M Em




o Nun N En

B Wau W We

> Ha H Ha

3 Hamzah Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasaArab yang lambangnya berupa

tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
—_ Fathah A A
— Kasrah I |
3 Dommah U U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama
..... & Fathzah dan ya Ai adani
5 Fathah dan wau Au adanu

c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf | Nama HurufdanTanda | Nama
] Fathah dan alif 5 a dan garis
............ atau ya atas
- | dan garis di
S Kasrah dan ya i bawah
Dommah  dan _ u dan garis
’ wau U di atas

3. TaMarbutah



Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat
fathah, kasrah, dan dommabh, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat
sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu
terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu:Jd' . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan
antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang
yang diikuti oleh huruf gamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti
oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf
/I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata

sandang itu.



b. Kata sandang yang diikuti huruf gamariah adalah kata sandang yang diikuti
oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan
didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah
Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan
diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal Kkata, ia tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab berupa alif.
7. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan
dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.
8. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab
huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan
juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD,
diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri
dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang
ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf

awal kata sandangnya.



Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
capital tidak dipergunakan.

. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-
Latin, Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan
Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.
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Nama  : Rahmad Siregar

NIM : 15103 000 32

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan llmu Hukum
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Skiripsi ini berjudul “Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
di Kota Padangsidimpuan”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian
ini adalah membahas mengenai bagaimana pelaksanaan undang-undang No. 22
Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Padangsidimpuan, dan
bagaimana tinjauan figh siayasah terhadap pelaksanaan undang-undang No. 22
tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Padangsidimpuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan undang-
undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berkaitan
dengan ambang batas kebisingan suara knalpot racing di Kota Padangsidimpuan
dan bagaimana Tinjauan figh siyasah dan bagaim,ana tinjauan figh siyasah
terhadap pelaksanaan undanng-undang no. 22 tahun 2009 tentang llu lintas dan
angkutan jalan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padangsidimpuan dan yang
menjadi objek penelitian adalah petugas kepolisian lau lintas resort Kota
Padangsidimpuan dan masyarakat pengendara sepeda motor di Kota
Padangsidimpuan dengan instrument pengumpulan data dengan riset lapangan
atau kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aturan hukum mengenai
kewajiban mematuhi ambang batas kebisingan suara knalpot racing pada sepeda
motor saat berkendara yang diatur dalam UU LLAJ, masih sangat rendah, hal ini
disebkan karena masih banyak masyarakat Kota Padangsidimpuan yang tidak
melaksanakan atau mematuhi peraturan tersebut, dan masih kurangnya
pengetahuan masyarakat mengenai isi dari peraturan undang-undang tersebut, dan
kebanyakan masyarakat Kota Padangsidimpuan akan menaatinya karena takut
kena tilang polisi dan takut kena sanksi jika malanggarnya. kemudian jika ditinjau
dari figh siyasah dalm konsep siyasah dusturiyah yaitu melanggar lalu lintas
termasuk perbuatan yang dilarang dilarang dalamislam karena menyebabkan
kemudhratan terhadap manusia

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa jika ditinjau dari figh siyasahatau
figh siyasah dusturiyah sesuai dengan tujuan dari figh siyasah adalah untuk
mendapatkan kemaslahatan ummat manusia sehingga mendatangkan kebaikan.
sedangkan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 khususnya pasal 48 ayat
3b dalam pelaksanaannya masih rendah, atau belum sepenuhnya dilaksanakan
sehingga mendatangkan kemudhoratan terhadap ummat manusia.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini
yang diikuti dengan pertambahan penduduk yang cukup tinggi serta
peningkatan kesejahteraan Masyarakat menimbulkan dampak lain, yaitu
dengan semakin tinggi kepemilikan kendaraan bermotor, baik yang beroda dua
maupun beroda empat.

Keadaaan ini sekaligus mengakibatkan timbulnya persoalan-
persoalan di jalan raya yang cukup serius sehingga pemerintah memandang
perlu menetapkan Undang-undang yang mengatur hal ini, yaitu Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan,
dengan diberlalukannya peraturan tersebut, maka pemerintah dalam hal ini,
pihak yang terkait seperti kepolisian diberi wewenang untuk menindak perilaku
pelanggar bagi pengguna lalu lintas, termasuk salah satu di dalamnya mengenai
pemasalahan pelanggaran kenalpot khususnya kenalpot racing yang melebihi
ambang batas kebisingan suara saat berkendara.

Knalpot racing merupakan salah satu alat yang mengeluarkan suara
bising pada kendaraan yang mengakibatkan ketidaknyamanan makhluk hidup
disekitarnya, menimbulkan suara atau volume suara yang tinggi, polusi udara

dan membuat orang tidak nyaman.



Pemerintah telah mengatur permasalahan diatas dalam pasal 48 ayat
(1), (2), dan (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa:*

3. Persyatan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh
kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya:

Emisi gas buang

Kebisingan suara

Efesiensi sistem rem utama

Efesiensi sistem rem parkir

Kincup roda depan

Suara klakson

Daya pancar dan arah sinar lampu utama

Radius putar

Akurasi alat penunjuk kecepatan

Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban

. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan

X SQ@oho o0 o

Kewajiban mematuhi persyaratan laik jalan pada kendaraan bermotor
ini diatur dalam pasal 48 ayat 3 poin b UU LLAJ:

“Setiap kendaraan harus memenuhi persyaratan laik jalan
sebagaimana ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor,
yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas ketentuan pada pasal 48 ayat 3
poin b yaitu:

1) Kkebisingan suara

Kebisingan suara atau polusi suara atau pencemaran suara adalah
gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara bising yang
mengakibatkan ketidak tentraman makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran
suara diakibatkan suara-suara yang bervolume tinggi yang membuat daerah

sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan.

48.

! Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal



Tingkat kebisingan kendaraan bermotor sebenarnya sudah diatur
dalam peraturan menteri lingkungan hidup No. 7 Tahun 2009. Bahwa sepeda
motor dengan mesin bervolume hingga 80cc memiliki ambang batas
kebisingan 77dB (desibel). Motor dengan mesin 80cc-175cc ambang batas
batas kebisingannya adalah 80dB, sementara di atas 175cc adalah 83dB.
Sementara alat untuk mengukur kebisingan suara knalpot racing adalah sound
meter yang biasa digunakan oleh kepolisian pada saat melaksanakan rajia
knalpot racing.

Berdasarkan ketentuan diatas pengguna jalan pengendara sepeda
motor di wajibkan mematuhi peraturan yang telah mengaturnya secara rinci.
Apabila melanggar, ancaman atas pelanggar diatur dalam pasal 285 ayat (1)
UU LLAJ?

a. setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak
memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion,
klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul
cahaya, alat pengukur Kkecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban
sebgaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) junctopasal 48 ayat (2) dan
ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau
denda paling banyak Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).®

Lalu Lintas dan Angkutan jalan bahwa mempunyai peran strategis

dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari

“Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan
jalan

® Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang transfortasi (Bandung: fokusmedia, 2009.HIm. 135.



upaya memajukan kesejahteraan umum, lalu lintas dan angkutan jalan harus
dikembangkan peran dan potensinya untuk mewujudkan keamanan dan
ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.

Undang-undang ini bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

=

Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan.
2. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
3. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan
bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalulintas manajemen dan
rekayasa Lalu Lintas serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan
jalan®
Meski aturan hukum yang mengatur tentang kewajiban mematuhi
peraturan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tentang persyaratan
teknis dan laik jalan dalam hal ini pengguna kenalpot racing berkendara telah
dikeluarkan namun pada pelaksanaannya masih banyak pengemudi sepeda
motor yang mengabaikan peraturan tersebut. Hal ini salah satunya yang terjadi
di kota Padangsidimpuan yang mengakibatkan terjadinya kemudaratan
(kerusakan) yang bertentangan dengan kemaslahatan (kebaikan), yang mana
masyarakat kota Padangsidimpuan yang seharusnya menjadi contoh untuk
kota-kota sekitarnya, justru memberikan contoh yang tidak baik bagi kota
lainnya seperti Mandailing Natal, Batang Toru, Padang Bolak dan Kota-Kota
sekitaran lainnya.

Dalam hal ini disiplin tentang pelaksanaan undang-undang nomor 22

tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Padangsidimpuan

* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 4



Kebanyakan dari mereka tidak memahami betapa pentingnya untuk mematuhi
peraturan tersebut saat berkendara. Mengapa begitu? Mungkin bisa saja
masyarakat muslimnya itu tidak mendapat sosialisasi namun dalam
kenyataannya masyarakat muslim masih kurang atau minim akan kesadaran
hukum yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil pengamatan di Kota Padangsidimpuan dapat dilihat
dan ditemukan pengendara yang melanggar peraturan ini, apalagi dijalan
protokol (jalan besar), mulai dari remaja, anak-anak yang seharusnya belum
boleh mengendarai sepeda motor, mereka juga ikut ikutan dalam menggunakan
knalpot racing tersebut, dan rambu-rambu lalu lintas juga mungkin si anak
tidak tahu, akan tetapi si anak juga sudah turun kejalan mngendarai sepeda
motornya. > Dalam peraturannya ketika undang-undang sudah dibuat dan
ditetapkan, maka seharusnya masyarakat Kota Padangsidimpuan mentaatinya,
namun apa penyebabnya masyarakat muslim tidak menaatinya.

Namun demikian, kemungkinan ada juga masyarakat Kota
Padangsidimpuan yang sadar akan hukum dan mematuhi aturan tentang
pelaksanaan undang-undang lalu lintas dan Angkutan Jalan yang ditetapkan
oleh pemerintah ini, sadar akan tertib berlalulintas. Terkait dengan kesadaran
hukum masyarakat di Kota Padangsidimpuan, yang berperan penting dalam
mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam
berlalulintas, namun mereka sendirilah yang jadi penghambat tersebut bisa

terwujud. Merujuk kepada dasar-dasar keislaman Al-Quran atau hadist tentang

® Observasi Penulis, 22 Agustus 2019-3 September 2019 di Kota Padangsidimpuan.



kemaslahatan ummat adalah yang seakar dengan mashlahah ini dijelaskan
dalam Al-Quran ditemukan pada beberapa ayat diantaranya: QS. Al-Naml: 48.
(B Dosbiad V3 23N § Zondedd a5 2ais 220l 3 265

Artinya: ”Dan/adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang
membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan.”®

Ayat ini menceritakan bahwa ada 9 (sembilan) orang yang senantiasa
melakukan kerusakan di kota al-hijr yaitu kota kaum tsamud. Mereka adalah
para pemuka kaum yang senantiasa mengajak kaumnya untuk mendurhakai
ajaran nabi shaleh AS dengan cara menentang dan mendustakan risalah yang ia
bawa bagi kaumnya. Mereka memperolok-olokan onta nabi shaleh AS dan
bahkan mereka berhasrat untuk membunuhnya. © Perbuatan mereka ini
merupakan bentuk kemudharatan (kerusakan) yang bertentangan dengan
kemaslahatan dengan kalimat yufsiduna fi al-ardhi wala yushlihun (mereka

melakukan keburukan di muka bumi dan tidak melakukan kebaikan). Dalam

ayat lain Allah SWT berfirman: QS. Al-Araf: 56.
< - < Cﬁ// /j _ ,,.a/ P - s P ’E’J L0 = 2 //
Al C25 0 Gady Bys 58305 L) 355 =3NT 3195 Y

s, > 237 —~— Y g <
Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,

sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut

6 Depertemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Dipenegoro: Cv Penerbit
Diponegoro, 2005), him. 234.

" Al Imam al-Jalil al-Hafizh, Imaduddin Abu al—Fidah, Ismail bin Katsir al-Dimasyqy,
Tafsir Ibnu AL-Katir, (Giza: Muassasah al Qqurthubabh, tt), Jilid 10, him.415.



(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat
Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kata ishlahiha yang terdapat pada ayat di atas juga mengindikasikan
makna kabaikan atau kemashlahatan. Hal ini terlihat dari larangan yang
ditegaskan oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk tidak melakukan
tindak apapun yang berakibat pada kerusakan di muka bumi. Sebab Allah SWT
telah menciptakan sebuah kondisi yang sangat kondusif untuk keberlangsungan
makhluk hidup dipermukaan bumi, akan tetapi tangan-tangan manusia itu yang
merusak lingkungannya yang tidak bertanggungjawab.

Sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan pada ekosistem yang
berujung pada berbagai bentuk bencana alam. Allah SWT juga tidak akan
memerintahkan hamba-nya untuk melakukan sesuatu melainkan untuk
kebaikan hamba-hambanya. Begitu juga dengan larangan, karena Allah SWT
tidak akan menahan hamb-hamba-nya dari sebuah perbuatan ataupun tindakan
melainkan untuk kebaikan mereka. Maka tindak apapun yang dilakukan oleh
manusia yang berujung pada kerusakan maka bertentangan dengan tujuan yang
telah diinginkan Allah SWT.oleh sebab itu tindakan seperti ini dinamakan
dengan fasad (pengerusakan) yang menimbulkan mafsadah (kerusakan).

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas tentang pelaksanaan
undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa hukum Islam dengan teori
figh siyasah terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat

Kota Padangsidimpuan dalam melaksanakan peraturan yang telah di buat oleh

8 Depertemen Agama RI, Al-quran Terjemahan, him. 89.



pemerintah. Oleh karena itu suatu kewajiban bagi masyarakat Kota
Padangsidimpuan mematuhinya.

Namun merujuk kepada fakta dilapangan bahwa terdapat yang
dilakukan oleh masyarakat kota Padangsidimpuan banyak yang melanggar
undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pada kebisingan suara
pada pengendara sepeda motor yang menggunakan kenalpot racing, yang
menimbulkan kemudaratan (kerusakan) ataupun ketidaknyamaan bagi
masyarakat sekitarnya, hal ini bertentangan dengan teori figh siyasah (hukum
islam) yang menjelaskan bahwa tujuan dari Figh Siyasah itu adalah untuk
mendatangkan kemaslahatan ummat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk memilih
memecahkan masalahnya melalui karya ilmiah yang berjudul: Tinjauan Figh
Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota
Padangsidimpuan.

B. Rumusan masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di
atas, maka dapat penulis rumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang No. 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Padangsidimpuan?.
2. Bagaimana Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan di Kota Padangsidimpuan?.



C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan kita dalam memahami beberapa kata yang sulit

dimengerti, maka penulis memberi beberapa batasan istilah:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti,penyelidikan, kegiatan

4.

pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang
dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu
persoalan.

Figh Siyasah adalah figh sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran
dan ijitihad para mujutahid yang digali dan di rumuskan dari pokok pokok
atau dasar-dasar (usul) syariat, maka ia bukan pokok dan mengurus
manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing
mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudhoratan.®
Undang-undang adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk
oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama
presoden. Undan-undang juga memiliki kedudukan sebagai aturan main
bagi rakyat untuk konsilidasi posisi politik dan hokum.untuk mengatur
kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk
Negara. Undang-undang juga dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-
kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat dan
hubungan di antara keduanya.

Angkutan jalan adalah perpindahan orang atau barang dari suatu tempat

lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang lalu lintas jalan,

% Syuthi Pulungan, Figh siyasah (Jakarta: PT. Raja Grapindo, 2002), ed. 1. him. 24.



sedangkan jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi pengguna lalu
lintas umum yang berada pada permukaan tanahdan air serta di atas
permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel

Kota padangsidimpuan adalah merupakan kota di provinsi Sumatera
Utara dan kota terbesar di Tapanuli Selatan dan pusat kegiatan
pemerintah, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan dan pusat

perekonomian daerah Padangsidimpuan.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terpapar diatas diperoleh

gambaran permasalahan serta mengingat lalu lintas itu memiliki penjabaran

yang sangat luas, yaitu ada beberapa poin dalam pasal 48 ayat 3b :

X SQ@oho o0 o

Emisi gas buang

Kebisingan suara

Efesiensi sistem rem utama

Efesiensi sistem rem parkir

Kincup roda depan

Suara klakson

Daya pancar dan arah sinar lampu utama
Radius putar

Akurasi alat penunjuk kecepatan
Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan

Maka pennulis memberi batasan istilah secara jelas dan terfokus pada

poin b kebisingan suara yang terdapat pada pasal 48 yaat 3(b) Undang-

Undang No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.



E. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi pemikiran bagi
penelitian selanjutnya

2. Menambah wawasan dan masukan bagi mahasiswa Hukum Tata Negara
dan mahasiswa pada umumnya secara teoris juga berguna bagi kalangan
akademis, praktis hukum dan masyarakat luas terkait dengan
pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 48 ayat 3 poin b
dan peraturan menteri lingkungan hidup nomor 7 tahun 2009 tentang
ambang batas kebisingan suara knalpot racing di kota padangsidimpuan.

3. Sebagai untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum
di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian yang berjudul: “Tinjauan Figh Siyasah

Terhadap pelaksanaan undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (di Kota Padangsidimpuan)” adalah untuk

pembuatan tugas akhir untuk memperoleh Sarjana Hukum pada Fakultas

Syariah dan llmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

di Kota Padangsidimpuan.



2. Untuk Mengetahui Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 48
Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan di Kota Padangsidimpuan.

G. Penelitian Terdahulu
Setelah mengadakan penelaahan berbagai jurnal atau karya ilmiah di
kalangan mahasiswa atau peneliti lainnya, ada beberapa penelitian terdahulu
yang berkaitan dengan penelitian ini, akan tetapi perbedaan fokus penelitian
yang berbeda di antaranya yaitu:

a. R.A Ekie Prafitriani Ramona meneliti tentang Efektivitas Undang-Undang
Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam
Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalulintas Dikalanagan
Anak Remaja Kabupaten Maros. * Adapun faktor yang menjadi
penghambat efektivnya undang-undang nomor 22 tahun 2009, yaitu :
Penggunaan Kendaraan Oleh Anak Sekolah Mereka rata-rata belum cukup
usia dalam mengambil Surat ljin Mengemudi (SIM), struktur pengetahuan
sosiologis masyarakat, yaitu pemikiran yang selalu menyepelekan sesuatu
hal, pengetahuan masyarakat tentang undang-undang nomor 22 tahun
2009 itu masih sangat minim. Langkah yang dapat dilakukan agar anak
remaja kita memahami pentingnya akan kesadaran berlalu lintas yaitu,
Perlu adanya sosialisasi bahwa anak yang belum mempunyai SIM tidak
boleh membawa kendaraan bermotor dan belum terampilnya dalam

menjalankan kendaraannya.

0 R.A Ekie Prafitriani Ramona, Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan
Berlalulintas Dikalangan Anak Remaja Kabupaten Maros. (Universitas Hasanuddin Makasar).



b. Bambang wardoyo, meneliti tentang Analisa Kewenangan Kepolisian
Dalam Proses Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas (Studi
Pada Polresta Bandar Lampung).! Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa faktor-faktor penghambat pelaksanaan kewenangan kepolisian
dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di kota bandar lampung adalah
masih kurangnya rambu-rambu  lalu lintas,pengetahuan masyarakat
muslim tentang hukum lalu lintas yang masih kurang da jumlah petugas
polisi lalu lintas belum proporsianal.

c. Abdul Jalal, meneliti tentang Implementasi Kebijakan Menghidupkan
Lampu Sepeda Motor Pada Siang Hari Di Kota Pontianak.'? Berdasarkan
atas wawancara dan observasi Implementasi kebijakan menghidupkan
lampu sepeda motor pada siang hari di kota pontianak belum optimal. Hal
ini dapat dilihat dari masih banyaknya pengendara sepeda motor yang
tidak mematuhi kesadaran terhadap kebijakan tersebut.

Disamping itu karena belum adanya tindakan tegas terhadap
penegak hukum, sebagian besar aparat telah memahami informasi tentang
kebijakan menghidupkan lampu sepeda motor pada siang hari serta
memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Akan tetapi
karena rasa manusiawi terhadap pelanggaran yang sangat kecil membuat
rasa iba, karena pengguna kendaraan dengan alasan lupa menghidupkan

lampu sehingga membuat toleransi yang sangat tinggi aparat dalam

1 Bambang Wardoyo, Analisis Kewenangan Kepolisian Dalam Proses Penyitaan Barang
Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Studi Pada Polresta Bandar Lampung. (Universitas Lampung,
2013).

12 Abdul Jalal, Implementasi Kebijakan Menghidupkan Lampu Sepeda Motor Pada Siang
Hari Di Kota Pontianak, (Universitas Tanjungpura, 2015).



melakukan tindakan walaupun dalam rapat sering dilakukan koordinasi
dan SOP telah ada namun sikap pelaksana mempunyai rasa toleransi
tinggi, dan alasan pengguna kendaraan lupa untuk menghidupkan ini
mempengaruhi dan membuat hambatan dalam menindak para pelanggar
hukum atau kebijakan tersebut.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada
Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota
Padangsidimpuan.

H. Sistematika Penulisan

Bab | pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan
istilah, batasan masalah, kegunaan penelitian, tujuan penelitian,
sistematika pembahasan.

Bab 1l Tinjauan Pustaka, Pengertian Pelaksana, Pengertian Lalu
Lintas, Pengertian Angkuan Jalan, Knalpot Racing, Pengertian fikih
siyasah.

Bab Ill metode penelitian, jenis penelitian, tempat dan waktu
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data,
teknik penjaminan keabsahan data.

Bab IV hasil penelitian dan analisis penulis.

Bab V penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Pelaksanaan
Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang
sudah disusun secara matang da terperinci, implementasi biasanya dilakukan
setealah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa
diartikan penerapan, browne dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai
evaluasi, browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah
perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. * Sedangkan menurut KBBI
pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan keputusan,
dan sebagainya).
Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara
pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan
mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi
suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sunguh-sungguh berdasarkan
norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk
melaksankan semua rencana dan kebijaksanaan yang tidak dirumuskan dan
ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan siapa
yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya mulai dan bagaimana cara
yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah

program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan,

! Browne dan Wildavsky, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2002), him. 70.
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langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan
guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.?

Dari pengertian yang dikemukakan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan
bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh
pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan atau pun
diluar lapangan. Dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan
usaha-usaha dan didukung dengan alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang pelaksanaan adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan
baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses
penyampaian informasi yang disampaikan;

b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu
terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan
guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna
melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan;

c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksana terhadap program
khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya
dari mereka yang menjadi implementasi program;

d. Struktur birokrasi yaitu SOP (standar operating procedures), yang

mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit

2 Abdullah Syukur. Kumpulan Makalah, ”Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan
Dalam Pembangunan” Persadi, Ujung Padang. him 40.



dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa
yang baku.
Keempat faktor diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses
implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara
suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi
sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

a) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;

b) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program
perubahan dan peningkata;

c) Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggug
jawab dalam pengelolahan pelaksanaan dan pengawasan dari proses
implementasi.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program
senantiasa ketiga unsur tersebut.

B. Pengertian Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas di dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu
lintas dan angkutan jalan didefenisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di
ruang lalu lintas jalan. Sedang ruang lalu lintas jalan adalah

prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau

barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.



Sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminta pengertian Lalu Lintas yaitu® “Lalu
lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik, perihal perjalanan serta perihal
perhubungan antara satu tempat dengan tempat lain (dengan jalan pelayaran,
angkutan jalan, darat dan sebgainya)” Lalu lintas (7Traffic) diartikan “perjalanan
kaki, hewan yang ditunggangi atau digiring, kendaraan trem, dan lain-lain alat
angkut baik sendiri-sendiri maupun bersama —sama yang menggunakan jalan
untuk tujuannya.”
Dari penjelasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud
lalu lintas adalah hubungan antara manusia dengan tanpa disertai alat penggerak
dari satu tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.
Berlalulintas

1. Ada lalu lintasnya;

2. Berkenaan dengan lalu lintas; aturan perlu dipatuhi;

3. Melakukan tindak lalu lintas (dengan kendaraan)
Untuk mengendalikan pergerakan orang dan atau kendaraan agar bisa berjalan
dengan lancar dan aman diperlukan perangkan peraturan perundang-undangan
yang sebagai dasar dalam hal ini diatur dalam UU LLAJ hal-hal yang diatur
sebagai berikut:

1. Instansi yang membina;

N

Penyelenggaraan;

w

Jaringan prasarana;

4. Ketentuan tentang kendaraan yang digunakan;

¥ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1990),
him. 555.
* Djajoesman, Polisi dan Lalu Lintas (cetakan kedua), (Jakarta: Bina Cipta, 1996), him. 8.



5. Pengemudi yang mengemudi kendaraan itu;
6. Ketentuan tentang tata cara berlalu lintas;
7. Ketentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlalulintas;
8. Ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan;
9. Perlakuan khusus yang diperlukan untuk penyandang cacat, manusia
lanjut usia, wanita hamil, dan orang sakit;
10. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas;
11. Penyidik dan peningkatan pelanggaran lalu lintas serta;
12. Ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran
ketentuan lalu lintas.
a. Komponen Lalu Lintas
Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna,
kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang
memenuhi persyaratan kelaikan dikemudian pengemudi mengikuti aturan lalu
lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Yyang
menyangkut lalu lintas dang angkutan jalan yang memenuhi persyratan geometrik.
b. Manajemen Lalu Lintas
Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan,
dan pengendalian lalu lintas, mnajemen lalu lintas bertujuan untuk kesehatan dan
kelancaran lalu lintas dan dilakukan antara lain dengan:
a. Usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan dan atau

jaringan jalan;



b. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan
tertentu;

c. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan
tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar
moda;

d. Penetapan srkulasi lalu lintas larangan danatau perintah bagi
pemakai jalan.

c. Disiplin berlalu lintas

Disiplin berasal dari kata yang sama dengan deciple yaitu individu yang belajar
dari atau secara suka rela mengikuti pimpinan, disiplin dengan konsep positif
sama dengan pendidikan dan bimbingan karena menekankan pertumbuhan dalam
disiplin diri dan pengendalian diri yang kemudian adkan melahirkan motivasi dari
dalam.

Pengertian disiplin berlalu lintas itu sendiri bila mana seseorang mematuhi apa
yang tidak boleh pada saat berlalu lintas di jalan, baik dalam rambu ataupun tidak,
dimana larangan-larangan tersebut termuat dalam UU Rl Nomor 22 tahun 2009
tentang UULLAJ. Sejalan dengan itu pengertian disiplin berlalu lintas merujuk
pada UU RI Nomor 22 tahun 2009 yang menerangkan bahwa segala
perilakupengguna jalan baik bermotor ataupun tidak di jalan raya yang sesuai
dengan undnag-undang ataupun peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan®

C. Pengertian Angkutan Jalan

® Mukhadhan, kajian Teori: disiplin berlalulintas, Diakses pada tanggal 09 Januari 2014 pukul
00.10 Wita.



Dalam UU LLAJ Pasal 1 menjelaskan bahwa anagkutan adalah perpindahan
orang atau barang dari suatu tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di
Ruang lalu lintas jalan, sedangkan jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk
bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi pengguna
lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanahdan air serta di atas
permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.®

D. Knalpot Racing

Merupakan salah satu alat yang mengeluarkan suara bising pada kendaraan yang
mengakibatkan ketidaknyamanan makhluk hidup disekitarnya, menimbulkan
suara atau volume suara yang tinggi, polusi udara dan membuata oarang tidak
nyaman.Knalpot racing juga dapat menyebabkan Sedangkan menurut (KBBI)
adalah merupakan bagian dari motor yang berbentuk pipa panjang yang berfungsi
meredam bunyi letupan tempat saluran buangan gas (peredam bunyi). Salah satu
perangkat penting dalam sepeda motor, ketika ditelusuri ternyata penyebutan
knalpot tersebut berasal dari kata serapan yang berasal dari bahasa belanda,
dikutip wikipedia.org 04/08.

knalpot juga disebut dengan exhaust. Exhaust juga memiliki beberapa arti

diantaranya pembuangan uap, alat pembuang dan pipa asap.

E. Pengertian Figh Siyasah Dusturiyah
Siyasah dusturiyah merupakan bagian figh siyasah yang membahas masalah

perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep

® Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,him. 11.



konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan
dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang),
lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-
undangan tersebut.41 Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah
untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan
manusia.

Permasalahan di dalam figh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin
di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang
ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam figh siyasah dusturiyah
biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang
dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip
agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi
kebutuhannya.’

Dusturiyah berasal dari kata Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah
seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik ,ataupun agama. Dalam
perkembangan selanjutnyam kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota
kependekatan (pemuka agama) zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan
kedalam bahasa arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas
dasar/pembinaan.

Menurut istilah dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar negara
baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Dapat

disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah adalah bagian dari figh siyasah yang

! H.A.Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari “a#,

(Jakarta: Kencana, 2003), him. 47



membahas tentang perundang-undangan dalam suatu negara dalam hal ini juga
dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-Undang dasar negara dan
sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, (bagaimana
cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan yang merupakan pilar
penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga
membahas konsep negara hukum dalam Siyasah dan hubungan timbal balik antara
pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.®
F. Dasar Hukum Figh Siyasah Dusturiyah
a) Al-Quran

Al-Quran adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama menjadikan dasar
dalam menentukan hukum. Al-Quran merupakan kalam Allah yang berisi firman-
firman Allah dalam bentuk agama hukum didalamnya. Karena Al-Quran diyakini
berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci maka setiap muslim harus
mengakui sebagai pondasi segala macam struktur Islam. Para tokoh muslim
banyak mencatat bahwasanya Al-Quran satu-satunya sumber yang paling tinggi
dalam menentukan hukum lainnya. karena Al-Quran tidak pernah mengalami
kondisi dan perubahan apa pun walaupun perkembangan zaman terus berjalan
atau pun ayat Al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan siyasah
dusturiyah.

Sumber hukum di dalam figh siyasah dusturiyah yang berkaitan tentang

pelanggaran-pelanggaran  Undang-Undang yang berakibat mendatangkan

® Muhammad Igbal, Figh siyasah Kontektualisasi Dokrin Politik Islam (Jakarta : Prenamedia
Group, 2014), him. 2.



keburukan atau kerusakan dimuka bumi yaitu dalam ayat Al- Quran Allah SWT

berfirman:
“% - - _ 4 C—;////ja./} 257 _ -5 o "i’ﬂ e s ’.f //
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Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah

(Allah) memperbaikinya. ”(QS. Al-Araf: 56).°

b) Sunnah
Sunnah secara harpiah adalah suatu peraktek kehidupan yang membudaya atau
suatu norma perilaku yang diterima secara komonal oleh masyarakat yang
meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan
sunnah di saksikan ole beberpa orang yang mengetahui langsung kejadiannya
tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi ssehingga
dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi Yyang
berkesinambungan tentang kemaslawatan ummat yang mendatangkan kebaikan

seperti yang ada dibawah ini.

1) Ijma ( concensus )
Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersalah untuk menentukan
suatu hukum yang baik demi kemaslahatan ummat dengan cara musyawarah.
musyawarah ini timbul dari pemikiran dari ulama muhti atau jajaran pemerintah

apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang tidak setuju dengan

% Depertemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, him. 187.



hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan
batal.
2. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah
yang berkenaan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan
satu kaitan posit perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan atau negatif
bentuk perilaku yang lainya dengan suatu prinsip umum. Metode giyas ini
biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagi
permasalahan yang banyak untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai
permasalahan yang banyak dan kompleks. Menggunakan dalil dalil Al-Quran atau
hadis.

Dalam hadis, Rasulullah SAW juga menggunakan kata yang bekaitan dengan

kemaslahatan, yaitu:
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Artinya:

Dari Katsir bin Abdullah bin Amru dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya agama Islam datang dalam keadaan
asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang
asing yaitu mereka yang senantiasa melakukan perbaikan ataskerusakan yang
dilakukan oleh manusia setelahku dari sunahku. (HR. Tirmdzi)*°

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW juga melawankan kata

mashlahah dengan mafsadah. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang

10 Kitab hadis. Tuhfatu al-azwazy bi syarhi jami al-tirmidzy, him. 381-383.



termasuk ke dalam kelompok yang beruntung adalah mereka yang senantiasa
melakukan perbaikan dari pengrusakan yang dilakukan oleh sebagian orang atas
peninggalan Rasulullah SAW. Adapun yang dimaksud dengan peninggalan di sini
bukanlah harta ataupun tahta akan tetapi Sunnah yang menjadi panduan hidup
bagi umat manusia.

Pernyataan Rasulullah SAW ini telah dibuktikan oleh sejarah bahwa memang
benar, sepeninggal beliau banyak perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang
merusak ataupun memalsukan Sunnah Rasulullah SAW. Maka mereka yang
beruntung adalah yang senantiasa menjaga sunnah-sunnah tersebut dengan cara
memperbaikinya dari penyelewengan dan pemalsuan.

G. Prinsip-Prinsip Figh Siyasah Dusturiyah

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam
perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap
anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa
membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. ™
Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumbersumber dan
kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber
sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya.

Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-
undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang
hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi

tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang

1 Abdul Wahhab Khallaf, Kontektualisasi dokrin. him. 177-178.



bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan
demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat
dalam negara tersebut.

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap didalamnya
terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan.'? Dalam sistem
ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat persoalan-persoalan yang melanggar
peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ataupun pemimpin disekitarnya
seperti persoalan tentang masalah pelanggaran lalu lintas yang menggunakan
knalpot racing pada saat berkendara di jalan. Kemudiana pelanggaran tersebut
tidak sesuai dengan undang-undang dan bertentangan dengan syariat Islam
yang menyangkut tentang prinsip figh siyasah dusturiyah, dimana ketentuan
ataupun prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur’an dan hadis. Peraturan
tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia yang berpijak diatas
bumi ini, kita sebagai umat manusia wajib untuk menjalankan amal-amal
sholeh, maka Allah SWT akan selalu meridhai Kita, seperti QS. Ali Imran (3)

217.
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Artinya:

Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam
malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan
yang mati dari yang hidup. dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki
tanpa hisab dari nikmat yang Engkau beri (batas).™

123, Suyuthi Pulungan, fikih Siyasah Ajaran; sejarah dan Pemikiran, Lembaga Study Islamdan
Masyarakat, (Jakarta: 1994), him. 2.

'3 Depertemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
2015), hIm.53.



Selain ayat diatas, ayat berikut ini juga menjelaskan bahwa Allah akan
memberikan imbalan yang setimpal bagi orang-orang Yyang memperbanyak

amal sholeh di dunia seperti QS. An-Nur (24) 55 :
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Artinya:
Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan
mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan
menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan
orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi
mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan
menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman
sentausa.mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu
apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka
mereka ltulah orang-orang yang fasik.™

Walaupun Allah Swt menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk, jenis
kelamin, bangsa, suku, ras, ataupun yang lainnya tetapi kita haruslah tetap saling
mengenal, karena agama Islam mengajarkan manusia menjadi umat yang satu.
Ditengah keberagaman tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang

memimpin orang-orang disekitarnya. Namun menjadi seorang pemimpin tidaklah

mudah, harus mempunyai syarat tersendiri, seperti QS, An-Nisa (4) 135:

% 1bid, him. 352.
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Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri
atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika iakaya ataupun miskin, maka Allah lebih
tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin
menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau
enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala
apa yang kamu kerjakan.*

Selain adil, seorang pemimpin haruslah mempunyai sifat musyawarah dalam
memecahkan masalah, seperti perintah Allah Swt yang terdapat dalam Q.S Ali

Imran (3) 159 :
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Artinya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma‘afkanlah mereka, mohonkanlah
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu,
kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada
AllaqéS Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya.

'3 1bid, him. 100.
%8 1bid, him. 71.



Dari dasar prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem sosial
pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, sistem
dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolahan diserahkan

kepada kehendak ummat sesuai dengan masalah-masalah kehidupan duniawi.
Artinya sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolahan diserahkan
kepada kehendak ummat sesuai dengan masalah-malsalah kehidupan duniawi
yang timbul pada tempat dan zaman mereka.*’

Dalam menaati peraturan lalu lintas tentang ambang batas kebisingan suara
kenalpot racing pada sepeda motordikota padangsidimpuan yang sudah ditetapkan
harus lah memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankannya, tata cara ataupun
prinsip-prinsip dalam mengendarai sepeda motor dengan persyaratan teknis dan
laik jalan tidak hanya sesuai dalam undang-undang yang berlaku, tapi juga
haruslah sesuai dengan syari’at Islam.

Adapun prinsip-prinsip pengendara sepeda motor memakai knalpot racing yang
sesuai syariat islam tersebut yaitu meliputi tata cara pengendara sepeda motor
yang memakai knalpot racing dan tidak laik jalan dalam konteks taat kepada
peraturan yang dibuat oleh pemimpin, dimana secara umum seorang pengendara
sepeda motor yang memakai kenalpot racing.

Dalam mematuhi peraturan yang berlaku, baik itu dari undang-undang maupun
syariat islam senantiasa harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan

masyarakat kota Padangsidimpuan baik secara fisik material maupun secara

173, Suyuthi Pulungan, Op. Cit. him. 20.



mental spritual (kejiwaan), hal ini sejalan dengan Qaidah figh. Adapun dalam
mewujudkan kemaslahatan itu, syarat menetapkan prinsip-prinsip kuliyah yaitu:

a. Semua yang mengandung madharat harus dijauhi atau dihilangkan.

b. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madharat ditempuh juga
prinsip-prinsip:

c. Dalam menghilangkan yang mudharatnya, tidak bolenh  dengan
menempuh mudharat yang sama atau yang lebih berat madharatnya.

d. Dalam menghilangkan madharat yang umum ditempuh dengan
mudharat yang khusus, atau yang lebih ringan, bila tidak ada jalan
lain.

e. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih di utamakan dari pada
sekedar mendatangkan  kemaslahatan dan  sekaligus  menolak
kemudharatan.

f. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan
kesulitan hidup dihilangkan.®®

H. Ruang Lingkup Figh Siyasah Dusturiyah

Figh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan
kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai
berikut;*®

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan

2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya

3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya

18 Asjumni A. Rahman, Metode Penerapan Hukum Islam, Cet.Ke-1, (Jakarta: PT. Bulan Bintang,
1986), him.3-4.
9 H.A.Djazuli, Figh Siyasah Implementasi. him. 47.



4. Persoalan bai“at
5. Persoalan waliyul ahdi
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi
8. Persoalan wizarah dan perbandingannya
Persoalan figh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal
pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur*an maupun Hadis,
magqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat,
yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.
Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah
masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi
dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak
seluruhnya.”® Apabila dilihat dari sisi lain figh siyasah dusturiyah dapat dibagi
kepada:**
1. Bidang siyasah tasyri“iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa
al “aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim
di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undangundang,
peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamabh,
persoalan bai*ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
3. Bidang siyasah qadha“iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah

peradilan.

2 Ibid, hlm. 47-48.
L Ibid, him. 48



4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah
administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia,
maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan
tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.
Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran
Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif
(al-sulthah al-tasyri“iyyah). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk
melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur“an dan
Hadis. Interpretasi adalah usaha negara unttuk memahami dan mencari maksud
sebenarnya tuntutan hukum yang 49 Ibid, him. 48 39 dijelaskan nash. Adapun
analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya,
terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum.
Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan
memahami prinsip-prinsip syari“ah dan kehendak syar“i (Allah). Bila tidak ada
nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh
tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas
sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahlul halli wal
aqdi. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil
bentuk sebagai majelis syura (parlemen).
Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara
memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah). Di sini negara memiliki

kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan



yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik
yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan
hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu
oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai
kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara
Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh
menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik
kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.
Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah
diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (al-
sulthah al-qadha“iyah). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya
meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-
perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis,
wilayah al-qadha™ (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara
sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah al- mazhalim
(lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara
dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang
merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan

pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).*

22 Muhammad Igbal, Op. Cit. him. 157-158.



BAB |11
METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kota Padangsidimpuan. adapun alasan
pemilihan lokasi penelitian di Kota Padangsidimpuan yaitu karena penulis
melihat wilayah geografis Padangsidimpuan yang terbukti, bergunung, dan
terdiri dari sungai-sungai, ditambah lagi padatnya dan banyaknya pengendara
sehingga jalan yang ada di kota padangsidimpuan cenderung banyak tidak
tertip dalam berlalu lintas sehingga dalam menjalankan roda transportasi
harusnya dibutuhkan kedisiplinan pengendara dalam mematuhi peraturan
khususnya mematuhi ambang batas kebisingan suara knalpot racing saat
mengendara.

Adapun Subjek dari penelitian ini yaitu pada Wilayah Hukum
Kepolisian Resort Padangsidimpuan. Alasan penulis mengambil lokasi
penelitian ini adalah kareana Kepolisian Resort Padangsidimpuan adalah
pihak yang mengetahui permasalahan lalu lintas yang ada di Kota
Padangsidimpuan.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan

skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Data Primer
Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung

melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara atau
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interview dengan petugas kepolisian lalu lintas Polres Padangsidimpuan,

dan pengendara kendaraan bermotor roda dua yang ada kaitannya atau

relevan dengan pokok permasalahan.
2. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis
melalui penelusuran kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan
buku-buku yang berkaitan dengan pokok materi pembahasan.
C. Teknik Pengumpulan Data
Data atau informasi diperoleh penulis dengan mengadakan penelitian
dengan menggunakan teknik pengumpualan data sebagai berikut:
a. Penelitian lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan

melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah

menjadi materi pembahasan.

1) Wawancara, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan petugas
Kepolisian lalu lintas Polres Padangsidimpuan, dan pengendara
kendaraan bermotor roda dua yang pernah melanggar ambang batas
kebisingan suara knalpot racing yang ada di Kota Padangsidimpuan
yang mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.

2) Observasi, secara langsung turun kelapangan untuk melakukan
pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data

primermaupun data sekunder.



3) Dokumentasi
Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mencatat
laporan yang tersedia.Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen
seperti monograf. Catatanserta buku-buku yang ada.dalam hal ini
dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen seperti absensi kehadiran
dan angket tanya jawab responden.

4) Kuisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebabkan
atau membagikan daftar pertantanyaan yang telah dibuat sebelumnya
oleh peneliti kepada respnden. Tujuannya adalah untuk mendapatkan
informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, memproleh
informasi sedetail mungkin dan seakurat mungkin.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder,
kemudian disusun dan diklasifikasikan serta dianalisis dan ditulis secara
deskriptif dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami

secara jelas dan terperinci serta terarah.



BAB IV
DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1.

Geografis

Secara geografis, Kota Padangsidimpuan secara keseluruhan
dikelilingi Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan
kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat untuk
menuju kota Medan, Sibolga, dan Padang (Sumatera Barat) di jalur lintas
barat sumatera.*

Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingin oleh
bukit barisan, sehingga kalau dilihat dari jauh, wilayah Kota
Padangsidimpuan tak ubahnya seperti cekungan yang menyerupai danau.
Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi kota ini adalah
Gunung Lubuk Raya dan Bukit (Tor) Sanggarudang yang terletak
berdampingan di sebelah utara kota. Salah satu puncak bukit yang terkenal
di Kota Padangsidimpuan Yaitu Bukit (Tor) Simarsayang. Juga terdapat
banyak sungai yang melintasi Kota ini, antara lain sungai batang ayumi,
Aek sangkumpal Bonang (yang sekarang menjadi pusat pebelanjaan di
tengah kota ini), Aek Rukkare yang bergabung dengan Aek sibontar, dan
Aek Batangbahal, serta Aek Batang Angkola yang mengalir di batas
selatan /barat daya kota ini dan dimuarai oleh Aek sibontar di dekat

Stadion Naposu.

2019).

! https://id.Wikipedia.org/wiki/Kota_Padang_sidimpuan (diakses pada senin, 4 November


https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang_sidimpuan

2. Agama
Mayoritas penduduk Kota Padangsidimpuan beragama Islam, dan
sebagian lagi beragam keristen, Katolik dan Budha. Berdasarkan Sensus
2010, penduduk yang beragama Islam: 89.95%, kristen 8.94%, Katolik:
0.46%, Budha: 0.35%, Lainnya: 0.29%.
48
B. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Padangsidimpuan
Untuk mengetahui pelaksanaan mengenai UU LLAJ yang berkaitan
dengan Ambang Batas Kebisingan Suara Knalpot Racing pada kendaraan
bermotor roda dua, penulis telah melakukan penelitian di Kota
Padangsidimpuan dan kepolisian Resort Padangsidimpuan  (Polres
Padangsidimpuan).
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas kepolisian Lalu
Lintas Polres Padangsidimpuan bagian Satlantas Poles Kota Padangsidimpuan
pada tanggal 24 Oktober2019 yaitu dengan bapak Kasat Lantas Junaidi, S.H.
bahwa beliau menjelaskan:
kesadaran masyarakat dalam menerapkan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh
pemerintah di dalam UU LLAJ khususnya mengenai knalpot racing atau
ambang batas kebisingan suara knalpot racing saat berkendara masih sangat
rendah atau masih jauh dari apa yang diharapkan hal ini dikarenakan para
pengendara sepeda motor melakukan tindakan seperti ini agar suara knalpot
yang dikeluarkan mesin menimbulkn efek suara yang lebih mantap. Menurut
mereka/pengendara kenalpot racing yang ngebass itu enak untuk didengar dan

jadi kepuasan tersendiri, namun perlu diketahui batasan kebisingan suara
kenalpot yakni peraturan menteri lingkungan hidup adalah untuk mesin 80 cc



maksimal 80 DB, mesin 80-175 cc maksimal 90 DB, selebihnya akan
dikenakan tindak tilang.?

Dari hasil wawancara dengan Kasat Lantas Junaidi, S.H. penulis
memnyimpulkan tentang pelaksanaan undang-undang lalu lintas dan angkutan
jalan khususnya kebisingan suara kenalpot racing saat berkendara di Kota
Padangsidimpuan dalam pelaksanaannya masih rendah, hal ini dikarenakan.
Masih minimnya kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanaan undang-
undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dang angkutan jalan di Kota
Padangsidimpuan mengenai ambang batas kebisingan suara knalpot racing saat
berkendara masih rendah atau masih jauh dari apa yang diharapkan.
Masyarakat Kota Padangsidimpuan masih sulit untuk mematuhi praturan-
praturan yang ada sehingga cenderung untuk tidak mematuhi ambang batas
kebisingan suara pada kenalpot racing saat berkendara yang dimana hal
tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat sekitarnya dan
dapat mennganggu orang saat beribadah akibat suara bising yang dikeluarkan
knalpot racing.

Selanjutnya untuk mengukur pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya
suatu hukum atau perundang-undangan bukan hanya dapat dilihat dari apakah
sebagian besar masyarakat Kota Padangsidimpuan yang menjadi target
keberlakuan undang undang tersebut tetapi bagaimana pengetahuan masyarakat

tentang perundang-undangan tersebut, dalam hal ini konsep agar masyarakat

2 Wawancara dengan Junaidi, S.H. Kasat Lantas Polres Kota Padangsidimpuan pada
tanggal 7 November 2019, (08:00 WIB).



mengetahui peraturan lalu lintas/lUU LLAJ khusunya pada bagian ambang

batas kebisingan suara knalpot racing yaitu.

a) Sosialisasi

Kasat Lantas Polres Kota Padangsidimpuan, AKP. Junaidi, S.H.
mengatakan, pembinaan sekaligus sosialisasi tertib berlalu lintas ini
dilakukan disejumlah sekolah di kota Padangsidimpuan. Seperti SMAN |
padangsidimpuan, MAN 1 Padangsidimpuan SMK dank ke Pesantren-
Pesantren.Sebelum pembinaan terlebih dahulu personel Satlantas Polres
Kota Padangsidimpuan memberikan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas
kepada para siswa. Penggunaan knalpot racing juga ditekankan dan
diminimalisir. Mengingat banyaknya masyarakat yang mengeluhkan
pengguna knalpot tersebut sangat menggganggu pengendaraa yang lain
dan mengganggu saat orang beribadah.“Hasil pembinaan di Sekolah-
sekolah di Kota Padangsidimpuan terdapat kendaraan-kendaraan yang
tidak lengkap dan tidak sesuai standart. Seperti knalpot racing, tanpa
spion, modivikasi ban kecil tanpa nomor plat dan lain-lain.”

Kasat Lantas Menjelaskan, dalam pembinaan itu tidak ada satu pun
kendaraan yang ditilang. Namun pihaknya meminta siswa untuk
melengkapi atau mengganti knalpot sesuai stnadart.Bebeapa alat
kendaraan yang tidak lengkap juga harus dilengkapi.® kami berkoordinasi
dengan pihak sekolah dan orang tua siswa. Harapannya dengan ini kami
bias menekan angka lantas. Di mana pelajar menempati nomor dua yang

kerap terlibat laka lantas, bahkan knalpot racing yang sering terdengar dan
digunakan oleh pelajar juga menjadi pemicu keresahan,



Dijelaskan Kasat Lantas, kendaraan siswa yang tidak lengkap atau
kenalpotnya tidak sesuai standart ditahan sementara di sekolah “siswa
biasa membawa pulang asalkan mereka melengkapi atau mengganti
knalpot sesuai standart. Kemarin mereka sudah melengkapi dan mengganti
knalpot sesuai standart.”

Kemudian sosialisasi juga dilakukan kepada pemilik-pemilik bengkel dan
servis knalpot, Kasat Lantas menghimbau agar para pemilik bengkel tidak
membuat atau melayani permintaan dan pemasangan knalpot racing.
Selain mengganggu orang lain, juga sangat rentan terjadinya gesekan
dengan warga maupun antar pengguna motir lain di jalan. Satlantas polres
Kota Padangsidimpuan juga berkoordinasi dengan seluruh Polsek jajaran
melalui Bhabhinkamtibmas untuk mensosialisasikan larangan pengguna
knalpot racing di kecamatan dan desa karena tidak menutup kemungkinan
remaja yang berasal dari desa juga ingin menggunakan knalpot racing
tersebut. Kasat Lantas Polres Kota Padangsidimpuan Junaidi.S.H.
melakukan sosialisasi ini sebagai upaya Satlantas Polres Kota
Padangsidimpuan meminimalisir angka pelanggaran lalu lintas sehngga
dapat menciptakan rasa aman dan nyaman serta tetap kondusif bagi
pengguna jalan. “Dengan cara ini kita harapkan dapat meminimalisir
pelanggaran, jika tetap ada yang nekad memasang knalpot racing akan

kami lakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku.”

¥ Wawancara dengan Junaidi, S.H. Kasat Lantas Polres Kota Padangsidimpuan pada
tanggal 7 November 2019, (08:00 WIB).



Selanjutnya untuk mengetahui apakah sosialisasi yang dilakukan oleh
Satlantas Polres Kota Padangsidimpuan telah diketahui oleh para masyarakat
Kota Padangsidimpuan atau tidak, penulis kemudian mencari data yang relevan
dengan membagikan kuisioner ke pengendara sepeda motor dengan pertanyaan
yaitu apakah pernah mengikuti sosialisasi tentang UU LLAJ, terhadap ambang
batas kebisingan suara kenalpot racing pada sepeda motor, adapun hasilnya
sebagai berikut:

Tabel 1. Pernah Atau Tidaknya Mengikuti Sosialisasi Tentang Ambang
Batas Kebisingan Suara Kenalpot Racing Saat Berkendara

NO Jawaban Jumlah Persentase(%o)
1. Pernah 21 21%
2. Tidak pernah 74 74%
3. | Pernah tapi mengabaikannya 5 5%
Jumlah 100 100%
Sumber : pengendara sepeda motor melalui pembagian kuisioner, diolah pada tanggal 20
Oktober 2019

Dari hasil kuisioner di atas dari 100 responden tentang pernah atau
tidak nya mengikuti sosialisasi terhadap UU LLAJ khusunya mengenai
ambang batas kebisingan suara knalpot racing pada sepeda motor sebanyak 21
responden mengaku pernah ikut sosialisasi, sebanyak 5 responden pernah
mengikutinya akan tetapi mengabaikannya, dan sebanyak 74 responden
mengaku tidak pernah mengikuti sosialisasi.

Berdasarkan hasil kuisioner diatas, didapatkan kebanyakan pada
umumnya masyarakat belum pernah mengikuti sosialisasi terhadap UU LLAJ
kususnya mengenai ambang batas kebisingan suara knalpot racing pada sepeda

motor. Tentunya dalam hal ini memang pihak kepolisisan Resort



Padangsidimpuan telah melakukan sosialisasi, namun sosialisasi tersebut
belum optimal dikarenakan belum menyentuh seluruh kalangan masyarakat

Kota Padangsidimpuan.

b) Penegak Hukum
Penegak hokum dalam hal ini adalah pihak kepolisian dalam aturan hukum
yang berlaku dalam peraturan mengenai ambang batas kebisingan suara
knalpot racing pada sepeda motor pasal 48 ayat 3b UU LLAJ dan
Peraturan menteri lingkungan hidup nomor 7 tahun 2009 menurut Kasat
Lantas AKP. Junaidi, S.H. alat untuk mengukur ambang batas kebisingan
suara knalpot racing tersebut belum ada alat pengukurnya di Satlantas
Polres Kota Padangsidimpuan selama ini pihak kami menggunakan dengan
cara MANUAL (dirasakan dengan pendengaran telinga). Artinya ketika
suara bising kenalpot racing pengendara tersebut mengeluarkan suara yang
dapat membuat telinga sakit, maka polisi yang berjaga akan melakukan
tindakan tilang tegur atau tindakan tilang kemudian juga sudah
diberlakukan walaupun belum diberlakukan sepenuhnya. Dalam hal ini,
pihak kepolisian juga sudah memberikan penindakan terhadap segala
bentuk pelanggaran lalu lintas di Kota Padangsidimpuan jika masih

banyak yang melanggar. Disisi lain pihak kepolisisan masih memberi



sebatas himbauan dan teguran kepada pengemudi yang tidak mematuhi
peraturan tersebut.*

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis telah melakukan penelitian
selama kurang satu bulan dengan teknik kuisioner dimana yang menjadi
responden adalah masyarakat Kota Padangsidimpuan sebanyak 100 responden
yang berkendara sepeda motor salah satu pertanyaan yang diberikan kepada
pengendara adalah Apakah anda selalu mematuhi undang-undang lalu lintas
dan angkua jalan tentang kebisingan suara kenalpot racing ketika mengendara
sepeda motor selaku responden yaitu:

Tabel 2. Jawaban Responden Mengenai Apakah anda Selalu mematuhi
undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya ambang batas

kebisingan suara kenalpot racing saat berkendara sepeda motor
NO Jawaban Jumlah Presentase (%)
1. Ya 41 41%
2. Tidak 59 59%
Jumlah 100 100%
Sember: pengendara sepeda motormelalui pembagian kuisioner, diolah pada tanggal 4
september 2019

Berdasarkan hasil kuisioner diatas, penulis mendapatkan hasil bahwa
dari 100 responden, 41 responden pengendara akan mematuhi pelaksanaan
undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tentang kebisingan suara knalpot
racing saat berkendara sepeda motor dan sebanyak 59 responden pengendara
mengatakan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan undang-undang lalu
lintas dan angkutan jalan tentang kebisingan suara pada pengendara roda dua

yang menggunakan kenalpot racing.

* Wawancara dengan Kasat Lantas Junaidi, S.H. Kasat Lantas Polres Kota
Padangsidimpuan, pada tanggal 7 November 2019 (08.00 WIB).



Dari hasil di atas tampak bahwa kebanyakan pengendara sepeda
motor yang ada di Kota Padangsidimpuan ini jarang mematuhi ambang batas
kebisingan suara knalpot racing pada berkendara sepeda motor. Sehingga hal
tersebut membuktikan bahwa mayoritas pengendara di Kota Padangsimpuan
tidak taat aturan mengenai kewajiban tentang mematuhi ambang batas
kebisingan suara knalpot racing pada saat berkendara sepeda motor,

Adapun alasan dari responden tidak mematuhi ambang batas
kebisingan suara knalpot racing pada saat berkendara sepeda motor, yaitu:

Tabel 3.Jawaban Responden Tentang Alasan Tidak Mematuhi Aturan
Ambang Batas Kebisingan suara Knalpot Racing Pada Saat Berkendara

Sepeda Motor.
NO Jawaban Jumlah Peresentase(%0)
1. | Polisi tidak akan menilang 3 5%
2. | Agar suara lebih kuat didengar 5 5%
3. Lainnya... 51 51%
Jumlah 59 100%
Sumber :Pengendara Sepeda Motor melalui pembagian kuisioner, diolah pada tanggal 20

Oktober 2019

Dari hasil kuisioner diatas, didapatkan 3 responden memilih polisi tidak
akan menilang, 5 responden memilih hanya buang-buang waktu, dan 51
responden memilih lainnya dengan berbagai alasan, namun yang paling banyak
mereka yang sudah terbiasa tidak mematuhi aturan adalah mereka sudah
terbiasa tida mematuhi aturan ambang batas kebisingan suara knalpot racing
pada saat berkendara sepeda motor jika berpergian karena alasan suara lebih
gahar, melalui tekanan udara yang dikeluarkan mesin menimbulkan efek suara
yang lebih besar dan mantap. Menurut mereka knalpot racing yang ngebas itu

enak untuk didengar dan jadi kepuasan tersendiri, khususnya ketika gas ditarik.



Berdasarkan hasil di atas, masyarakat Kota Padangsidimpuan pada
umumnya masih terbiasa tidak mematuhi aturan tentang ambang batas
kebisingan knalpot racing dikarenakan menggunakan knalpot racing suaranya
lebih gahar dan meninmbulkan efek suara yang lebih mantap dan enak
didengar dan memiliki kepuasan tersendiri khusunya saat gasnya ditarik
sehingga pengendara knalpot racing tersebut cendrung mendongkrak tampilan
motor untuk dimodifikasi dan pemasangan knalpot racing itu tidak hanya
sebagai tempat gas buang tapi juga untuk menyusuaikan dengan konsep
modifikasi sepeda motor.

Salah satu hal yang menyebabkan masyarakat Kota Padangsidimpuan
jarang mematuhi aturan ambang batas kebisingan suara kenalpot racing adalah
karena tradisi dan krakter masyarakat Kota Padangsidimpuan yang kurang
memahami dan kurang menaati dari suatu aturan hukum. Adapun alasan dari
para responden jika mereka akan mematuhi aturan ambang batas kebisingan
suara kenalpot racing pada sepeda motor yaitu:

Tabel 4.Jawaban Responden Mengenai Alasan Mematuhi Aturan Ambang

Batas Kebisingan Suara Knalpot Racing Saat Berkendara
NO Jawaban Jumlah Peresentase(%b)

1. Takut kena tilang polisi 39 95%

2. Takut hubungan baiknya - -
dengan seseorang rusak

3. Sesuai dengan nilai intrinsic 2 5%
4. Lainnya... - -
Jumlah 41 100%

Sumber : Pengendara Sepeda Motor melalui pembagian kuisioner, diolah pada tanggal 20
Oktober 2019



Dari hasil kuisioner di atas, dari 41 responden tentang alasan mereka
akan mematuhi aturan ambang batas kebisingan suara kenalpot racing pada
sepeda motor, 39 responden lasan takut kena sanksi, dan sebanyak 2 orang
memilh sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya.

Berdasarkan hasil diatas, memang pada umumnya kebanyakan
masyarakat Kota Padangsidimpuan akan mematuhi aturan ambang batas
kebisingan suara kenalpot racing pada sepeda motor karena meraka takut kena
tilang atau sanksi.

Selanjutnya untuk mengetahui tentang pelaksanaan perundang-
undangan dalam hal ini mengenai aturan ambang batas kebisingan suara
kenalpot racing pada sepeda motor, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang
pelaksanaan undang-undang banyak tergantung pada beberapa faktor, salah
satunya adalah mengenai pengetahuan substansi (isi) perundang-undangan.®
Oleh karena itu untuk mendapatkan data yang lebih akurat maka penulis
mencari tingkat pengetahuan para pengendara motor terhadap isi dari pasal 48
ayat 3b dan peraturan menteri lingkungan hidup nomor 7 tahun 2009 tentang
ambang batas kebisingan suara knalpot racing pada sepeda motor, adapun
hasilnya sebagai berikut :

Tabel 5. Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan Terhadap Isi Dari

Pasal 48 ayat 3b dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tentang
Ambang Batas Kebisingan Suara Knalpot Racing Pada Sepeda Motor

NO Jawaban Jumlah Peresentase%o
1. Ya 27 27%
2. Tidak 73 73%

®Ibid. Achmad Ali, him. 378.



Jumlah 100 100%

Sumber : Pengendara sepeda motor melalui pembagian kuisioner, diolah pada tanggal 20
Oktober 2019

Dari hasil kuisioner diatas tentang pengetahuan masyrakat Kota
Padangsidimpuan terhadap isi dari pasal 48 ayat 3b UU LLAJ dan peraturan
menteri lingkungan hidup tentang ambang batas kebisingan suara kenalpot
racing , dari 100 responden pengendara sepeda motor didapatkan hasil bahwa
sebanyak 27 responden mengaku mengetahui terhadap isi dari pasal 48 ayat 3b
UU LLAJ, dan peraturan menteri lingkungan hidup tentang ambang batas
kebisingan suara kenalpot racing pada sepeda motor dan sebanyak 73
responden mengaku tidak mengetahui terhadap isi dari pasal tersebut.

Hal ini membuktikan bahwa memang pengetahuan hukum para
pengendara motor masih rendah atau masih banyak yang belum
mengetahuinya. Dalam hal ini pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun
2009 Pasal 48 ayat 3b tentang ambang batas kebisingan suara knalpot racing
pada sepeda motor dapat dikatakan tidak terlaksanakan dengan baik karena
pengetahuan masyarakat Kota Padangsidimpuan tentang isi dari aturan hukum
tersebut yakni masih banyak yang tidak megetahuinya.

Namun berdasarkan hasil penelitian di atas, aturan hukum mengenai
kewajiban mematuhi ambang batas kebisingan suara knalpot racing pada
sepeda motor saat berkendara yag diatur dalam UU LLAJ, masih sangat
rendah, hal ini masih banyak masyarakat Kota Padangsidimpuan yang tidak
melaksanakan atau mematuhi peraturan tersebut, dan masih kurangnya

pengetahuan masyarakat mengenai isi dari peraturan undang-undang tersebut,



dan kebanyakan masyarakat Kota Padangsidimpuan akan menaatinya karena
takut kena tilang polisi dan takut kena sanksi jika malanggarnya

Menurut penulis, sosialisasi terhadap undang-undang sangatlah penting
terhadap masyarakat. Karena bagaimana masyarakat bisa mengetahui hadirnya
suatu undang-undang, mengetahui isi dari undang-undang tersebut, dan bisa
menyesuaikan diri terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang
tersebut, jika sosialisasi yang dilakukan penegak hukum kurang optimal kepada
masyarakat Kota Padangsidimpuan.
2. Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
angkutan Jalan di Kota Padangsidimpuan.

Melanggar lalu lintas termasuk perbuatan yang dihukum haram dalam
islam, setidaknya ada dua alasan utama mengapa melanggar lalu lintas ini
termasuk perbuatan yang dilarang dalam islam.

Pertama, melanggar lalu lintas akan membahayakan diri sendiri dan
orang lain. Setiap perbuatan yang menyebabkan keselamatan pelakunya
terancam, apalagi sampai mengancam keselamatan orang lain, hukumnya
adalah haram. berdasarkan hadist riwayat imam ibnu majah dan imam
Daruquthni, dari Sa’ad bin Sinan Al-Khudri, dia berkata bahwa Nabi Saw
bersabda:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh

membahayakan orang lain”.



Kedua, melanggar lalu lintas berarti melanggar keputusan dan aturan
pemerintah yang mengatur ketertiban umum.Setiap keputusan pemerintah yang
mengatur ketertiban umum wajib ditaati secara lahir dan batin dan
melanggarnya adalah termasuk perbuatan haram. Hal ini sebagaimana

dijelaskan dalam Al-Quran. QS. An-nisa(4) :59

2 -

do 2 P
ST U2 JE LB L s g7 s £ e e
))’{ P a2 >0 2 8 8 ,.‘:

P i~ . -4 5 oyl @ 7 c s .
AU Yl AL Oyl &8 0l e il Bl J) o535 - 0

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu.kemudian jika kamu berlainan
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.®

Sedangkan menurut pendapat ahli/ulama figh siyasah yaitu Syekh
Abdurrahman Taj menurut beliau bahwa selama peraturan perundang-
undangan itu melalui mekanisme yang baku dan untuk kemaslahatan kita
semua maka kita wajib menaatinya, baik peraturan itu dikeluarkan oleh
pemimpin kafir atau pemimpin muslim; baik ada atau tiadak ada dalilnya; baik
sumbernya dari nash atau adat setempat, atau kebutuhan masyarakat.
Semuanya dianggap sah dan islami.

Berdasarkan hal diatas bahwa figh siyasah dusturiyah bertujuan untuk

kemslahatan ummat sesui dengan ajaran Islam dengan perundang undang

® Depertemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Dponegoro: Cv Penerbit
Dponegoro 2005,) him. 228.



bahwa figh siyasah dengan konsep siyasah dusturiyah yang mengatur masalah
perundang-undangan ini bahwa berkaitan dengan kemaslahatan ummat di
antaranya adalah kebaikan, kebermanfaatan, kelayakan, keselarasan dan
kepatutan. Kata al-maslahah adaakalanya dilawankan dengan kata (mafsadah)
dan aadakalanya dilawankan dengan madharrah yang berarti kerusakan dan
keburukan. Dalam Al-Quran kata yang seakar dengan mashlahah juga

ditemukan dalam Al-Quran di antaranya: QS. Al-Araf (7): 56

L

s = - &8 827

2 Cﬁ/// /ja _ - - o P ’E’J R, P //
wjgl L’.».jaj U}.‘>— oj.f«.)\) L@.gd,al..\.uup)\“ gb...\..,.».a_:/’" Y}

- ,ﬂ”" — Y g -
Sl oswdedl T e ly3

i

[
P
<

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,
sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut
(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat
Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kemudian sesuai dengan hasil yang saya teliti sebelumnya dari
masayarakat Kota Padangsidimpuan mengenai peraturan perundang-undangan
tentang peraturan undang-undang Lalu lintas dan angkutan jalan khususnya
berkaitan dengan ambang batas kebisingan suara kenalpot racing saat
berkendara di Kota Padangsidimpuan masih sangat rendah, karena masih

kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Kota Padangsidimpuan oleh pihak

kepolisian disebabkan kurang optimalnya sosialisasi yang dilaksanakan.

" Depertemen Agama RI, Op Cit, him. 170.



Sesuai hal tersebut diatas bahwa jika ditinjau sosialisasi dalam perpektif
islam bahwa sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW melalui yang di ucapkan
olen ustad AhmadNuril Farihin kepada actual.com di Ciputat, Tangerang

Selatan, Jumat (27/5).

a. Senyum dengan murah
Seringkali Rasulullah  SAW menebarkan senyumnya terhadap
sesama, baik yang dikenal maupun tak dikenal. Tak peduli diwaktu senang
ataupun susah, sebisa mungkin untuk tetap tersenyum. Sampai-sampai
terdapat nilai ibadah tersendiri sesuai dengan sabdanya yang diriwayatkan
oleh Sahabat Abi dzar,
e il ol 5y ¢ ABala ol Slial ady 8 Sl ) 5L 6

Artinya, “Rasulullah  SAW bersabda: Senyummu terhadap
saudaramu merupakan sebuah nilai sedekah untukmu.® ” (HR. At-
Tirmidzi)

Senyum juga dijadikan sebagai tolak ukur kecakapan seseorang
dalam bersosialisasi. Setidaknya, ada serangkaian senyum dibalik
pertemuannya dengan sesama. Tak pernah lupa bahwa kita bukan
diciptakan sendiri di bumi ini, melainkan triliunan makhluk yang
diciptakan untuk alam semesta ini.

b. Memberi maaf dengan mudah

8 Kitab Hadis Arbie Marwan, Fikih Islam. him. 22.



Sering terdengar meminta maaf merupakan hal yang berat,
sedangkan memberi maaf jauh lebih berat. Rasulullah SAW tak sebatas
itu, bahkan sudah melampaui jauh dari itu. Beliau mampu memberikan
maaf tanpa ada yang meminta maaf. Suatu hari ketika ada seorang Arab
badui (dari pedalaman desa) yang melakukan kesalahan dengan buang air
kecil di Masjid, lalu kanjeng Nabi memberikannya maaf begitu saja,
sementara para sahabat yang lain geram untuk memberikan peringatan
Arab badui tersebut. Sebagaimana dikisahkan oleh seorang Sahabat

sekaligus Khadim Rasulillah Anas bin Malik,
Dl Al L G 2 ZALGE () 55858 aalal) Aia 8 O Xl als
Stal oty paite 53 al ola ba iy Gl
Artinya:
Seorang Arab Badui datang, lalu buang air kecil di serambi
masjid. Maka para Sahabat mengecamnya, lalu Rasulullah SAW
melarang mereka. Ketika seorang Arab badui tersebut
menyelesaikan buang hajatnya (air kecil), Nabi memerintahkan
untuk menyiram dan mengalirkan air di tempat buang air kecil
tersebut.’ (HR. Bukhari dan Muslim).
. Toleransi dengan ramah
“Tak perlu menuntut adanya toleransi dari orang lain. Setidaknya,
bila kita sendiri sudah memulai toleransi sekecil dan sedini apapun sudah
bisa dikatakan meneladani cara bersosialisasi Nabi Muhammad SAW.
Terlebih di Negeri kita tercinta Indonesia yang memiliki keanekaragaman

Agama dan Budaya, Nabi Muhammad sebagai panutan mengajarkan kita

untuk menjunjung tinggi toleransi mulai dari hal-hal yang begitu tak

° Ibid.hIm. 12.



terpikirkan. Kendati terjadi berbagai peperangan, tak ada satupun
peperangan yang disebabkan sikap intoleransi umat Islam saat itu.
Melainkan faktor internal perebutan kekuasaan yang mendominan dan
faktor-faktor lainnya.” Ucapnya Tentu, dengan batas-batas yang boleh
dimasuki nilai-nilai toleransi. Dalam hal ini, tegas sekali Allah SWT
berpesan dalam Firman-NYA diakhir surat Al-kafirun selain urusan-
urusan terkait ibadah. Tetap menjalin hubungan sosial dengan orang-orang
diluar non Muslim. Ada kisah unik terkait toleransi yang tak pernah
terpikirkan dicontohkan langsung oleh kanjeng nabi dengan membeli
makanan dari seorang Yahudi yang bernama Abu Syam dengan cara
menggadaikan baju perangnya. Sebagaimana dikisahkan langsung oleh
Aisyah Ummi Al-Mu’minin,

o2 (e Al1e 0 45 5 Jal ) sk (565 e 50 4 3505 &)
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Artinya: “Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membeli makanan
dari seorang Yahudi dengan waktu tempo, lalu menggadaikannya dengan
baju besi miliknya.”*° (HR. Bukhari dan Muslim).

“Cerita tersebut sebagai penutup dari cara bersosialisasi ala
Rasulullah SAW vyang beliau ajarkan untuk diikuti oleh umat Islam
khususnya dan umat manusia pada umumnya. Dalam hal ini ada 3 point
yang bisa kita garis bawahi yaitu, sabar, maaf, dan toleransi (SMT) tak

lain untuk tercapainya esensi diutusnya Rasulullah SAW di muka bumi ini

1% Arbie Marwan, Figh Islam. him. 4.



sebagai Rahmat bagl alam semesta. Dengan demikian akan terwujud
dengan sosialisasi yang baik yang akan mebawa pada Ukhwah Islamiyyah
yang berujung pada Ukhwah Basyariyyah.” Jelas Ustad yang juga Alumni

Darussunnah International Institute For Hadith Sciences.

C. Analisis Penulis

Pada bab IV hasil analisis saya terhadap bab ke IV pada skripsi ini
adalah:

Pada bab 1V, dipaparkan hasil analissis dari penulis mengenai kajian
penelitian. Analisis yang dikembangkan adalah: analisis penyuluhan dengan
cara sosisalisasi undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan
angkutan jalan yang terfokus kepada penggunaan knalpot racing agar
masyarakat memahami, mentaati dan mematuhi peraturan yang buat oleh
pemerintah, kemudian dalam figh siyasah Sosialisasi itu adalah bertujuan untuk
kemaslahatan ummat.

Penyusunan skripsi fakultas syariah dan ilmu hukum, skripsi ini telah
sesuai dan memenuhi syarat. Analisis yang dikemukakan dalam bab IV telah

menjawab perumasan masalah yang disebutkan pada bab |



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pasal 48 Ayat Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang
lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pada Pasal 48 ayat 3b tentang
ambang batas kebisingan suara kenalpot racing pada sepeda motor dalam
hal ini masih banyak yang belum taat terhadap aturan tersebut,
dikarenakan sebahagian besar pengetahuan msyarakat Kota
Padangsidimpuan mengenai isi dari pasal ini masih rendah, selain itu
ketaatan masyarakat Kota Padangsidimpuan pada umumnya bersifat
compliance atau takut kena sanksi..

2. Tinjauan figh siyasah terhadap pelaksanaan pasal 4b ayat 3b Undang-
Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota
Padangsidimpuan tidak sepenuhnya sesuai dengan teori figh siyasah
bahwa jika ditinjau dari figh siyasah dalam konsep diyasah dusturiyah
yang mana tujuan dari figh siyasah itu adalah untuk kemaslahatan ummat
manusia sehingga mendatangkan kebaikan sedangkan dalam undang-
undang nomor 22 tahun 2009 khususnya pasal 48 ayat 3b dalam
pelaksanaannya masih rendah, atau belum sepenuhnya sesuai dengan figh
siyasah dikarenakan masyarakat Kota Padangsidimpuan masih belum
mentaati aturan yang dibuat oleh pemimpin atau ulil amri seperti yang

sudah dijelaskan dalam Alguran dalam QS, An-nisa (4) :59



Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu.kemudian jika kamu berlainan Pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.'
Dari ayat di atas bahwa sebagai ummat manusia diwajibkan atas Kita
mematuhi atau mentaati peraturan yang dibuat olen Allah SWT dan
Rasulnya sehingga pada peraturan ini dapat mendatangkan kebaikan sesuai
denga Tujuan dari figh siyasah yaitu mendatangkan kemaslahatan umat
manusia diantaranya adalah kebaaikan, kebermanfaatan, kelayakan
keselarasan dan kepatutan
B. Saran

1. Aparat kepolisan seharusnya tetap provesional dalam menjalankan peran,
fungsi, dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dengan memberikan
tindakan yang tegas terhadap para pengendara sepeda motor yang tidak
mematuhi rambu perintah lampu pengatur lalu lintas. Selain itu polres
Padangsidimpuan hendaknya lebih mengoptimalkan lagi sosialisasi

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, karena bisa dilihat

masyarakat Kota Padangsidimpuan masih banyak yan tidak mengikuti

! Depertemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya. him 228.



sosialisasi tersebut. Karena bagaimanapun juga, jika sosialisasi terhadap
undang-undang sudah optimal, maka masyarakat Kota Padangsidimpuan
akan mengetahui kehadiran dan tujuan yang hendak dicapai dari undang-
undang tersebut dan besar kemungkinan juga masyrakat Kota
Padangsidimpuan akan menaatinya.

Masyarakat Kota Padangsidimpuan hendak-nya memiliki kesadaran
Hukum yang tinggi terhadap dalam hal ini kesadaran akan pentingnya
mematuhi pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pada pasal
48 ayat 3b tentang kebisingan suara kenalpot racing saat berkendara
sepeda motor roda dua. Karena bagaimanapun juga jika kita mematuhi
atau melaksanakannya kecil kemungkinan kita akan mendapatkan
gangguan terhadap suara bising dan menimbulkan ketidaknyamanan

terhadap masyarakat sekitar Kita.
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Lampiran 1

HASIL TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : 22 Oktober 2019

Tempat : Polres Kota Padangsidimpuan

Narasumber : AKP. Junaidi, S.H.

Jabatan : Kasat Lantas Polres Kota Padangsidimpuan

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 48
ayat 3b tentang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya ambang batas
kebisingan suara kenalpot racing saat berkendara roda dua di Kota
Padangsidimpuan?

Kesadaran masyarakat dalam mematuhi terhadap ambang batas kebisingan suara
kenalpot racing pada saat berkendara di Kota Padangsidimpuan masih sangat
rendah. Hal ini dikarenakan sudah menjadi tradisi dan karakter masyarakat kota
padangsidimpuan yang kurang memahami dan kurang menaati dari suatu aturan
hukum. Dan ketika pengendara sepeda motor ketahuan memakai kenalpot racing
yang melebihi dari ambang batas yang sudah ditentukan, maka pihak kepolisian

langsung menilangnya dan diberi sanksi sesuai dengan UU LLAJ.



Lampiran 2.

VISI DAN MISI Satuan Lalu Lintas Polres Padangsidimpuan

+ Terwujudnya Postur Pofisi Yang Profesional, Bermoral, Dan Modern Sebagai Pelindung, Pengayom,

Pelayan Masyarakat Yang Dapat Dipercaya Dalam Mewujudkan Kamseltibcarlantas
Dan Penegakan Hukum,

Wemberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Tentang Keselamatan Lalu Lintas Melalui Upaya

Preemtif Preventif, Represif Untuk Meningkatkan Kesadaran

Dan Ketertiban Serta Patuh Terhadap
Ketentuan Undang - Undang Lalu Lintas,




Lampiran 3

Dokumentasi













Sound meter merupakan alat untuk mengukur kebisingan suara yang tak
dikehendaki, atau yang dapat menyebabkan rasa sakit di telinga. Alat ini juga biasanya
digunakan satlantas polri untuk mengukur kebisingan suara kenalpot racing yang melampaui

batas kebisingan suara pada kenalpot racing.
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